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PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKARN

DENGAN RAHMAT TUHAK YANG MAHA ESA

Menimbang :

a.

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa dalam rangka pelayanan
administrasi kependudukan sejalan
dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nowor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan, maka Peraturan
Daerah  Kabupaten Bulukuinba
Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan  Sipil di Kabupaten
Bulukumba perlu ditinjau;




Mengingat

1

bahwa sebagai pedoman
pelaksanaan program pemerintah
Kabupaten Bulukumbsa dalam
pemenuhan hak dasar masyarakat
terhadap kepemiliken dokumen
kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,
maka perlu merubah Peraturan
Daerah Kab. Bulukumba Nomor 10

Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daeran tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kab. Bulukumba Nomor 10 Tahun
2010 tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonssia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan

. Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Ncmor 3019):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1692 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang FPerlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambalian Lembaran Negara

Republik Indonesia Ncmor 4235);
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10.

11.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara

{(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tzhun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembara Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tabun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nemor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan
Republik indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4634);

12,

13

14.

155

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4919);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234j;

Peraturan Femerintah Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pendaftaran
Orang Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
569);

Peraturan Pemerintah Nomoer 37
Tahun 20C7 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adininistrasi
Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007




17!

18.

Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah  Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran dan Pencatatan
Sipil;

_ Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun

2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara
Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerar Kabupaten
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diunbah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 80 ditambah satu ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apsabila
melampaui batas waktu pelapcran Peristiwa

Kcpendudukan sebagai berikut:

a. pindah datang bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau QOrang




Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2);

pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk
Warga Negara Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2};

melaporkan  susunan keluarganya bagi
penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1);

meiaporkan susunan keluarganya bagi
penduduk Warga Negara Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2);

memiliki KTP bagi penduduk WNI yang
mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah kawin atau pernah kawin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

memiliki KTP bagi penduduk WNA yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dan mencapai
umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah
kawin atau pernah kawin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1};

memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal
bagi Orang Asing yang bertempat tinggal di
Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1);

pindah ke daerah lain bagi penduduk WNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1)

pindah ke daerah lain bagli Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin
Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1);

pindah datang dari luar negeri bagi penduduk
Warga  Negara Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

pindah datang dari luar negeri bagi Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1);

Orang asing yang memiliki izin tinggal
terbatas yang telah berubal: status menjadi
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1)

pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Crang
Asing yang memilii Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1);

perpaniangan KTP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:

KETERLAMBATAN DENDA ADMINISTRASI |
iEEﬁg%Ag WNI (Rp) | WNA/ORANG
1
KEPENDUDUKAN SRS
a. | Pindah datang - | Rp.500.000,-
bagi orang asing
yang memiliki [zin
Tinggal Terbatas
9




atau orang asing
yang memiliki Izin
Tinggal Tetap

Pindah datang ke
lnar negeri bagi
penduduk Warga
Negara Indonesia
yang terlambat
pelaporannya 1
(satu) bulan

Rp.100.000,-

Melaporkan
susunan
keluarganya dan
penggantian KK
yang
rusak/hilang

Rp.25.000,-

Rp.200.000,-

Memiliki KTP bagi
penduduk  yang
mencapai  uniur
17 (tujuh belas)
tahun atau sudah
kawin atau
pernah kawin
yang terlambat
pelaporannya 6
(enam) bulan

Rp.75.000,-

Penerbitan
perpanjangan
KTP bagi wajib
KTP yang lalai
dan terlambat
pelaporannya . 6
(enam) bulan

Rp.75.000,-
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Penggantian KTP | Rp.75.000,- | Rp.500.000,-
yang rusak atau

hilang

Penerbitan kartu | Rp.75.000,- -
identitas

penduduk

musiman

Memiliki Surat Rp.250.000,-
Keterangan

Tempat  Tinggal

bagi Orang Asing

yang bertempat

tinggal di Daerah

dan telah

memiliki Izin

Tinggal Terbatas

Kartu Tanda Rp.5C0.000,-
Penduduk (KTP)

WNA

Kartu  Keluarga Rp.200.000,-
WNA

Pindah datang Rp.256.000,-

dari luar negeri

Orang asing yang Rp.250.000,-
memiliki izin

tinggal terbatas

yang status

menjadi orang

asing yang

memiliki izin

tingoal tetap.

Pindah keluar Rp.250.000,-
negeri Orang

Acing yang

memiliki Izin

Tinggal Terbatas




atau Orang Asing
yang memiliki Izin
Tinggal Tetap

2. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda a;?al?ﬂa
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa
Penting dalam hal:

a.

b.

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1):

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2):
pnembatalan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1});

perceraian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1);

pembatalan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 40 ayat (1);
péngangkatan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2):

pengakuan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1):

pengesahan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1);

perubahan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2);

perubahan
Indonesia

status
sebagaimana

Pasal 49 ayat (1); atau

Peristiwa

: Penting
dimaksud dalam Pasal 50.

lainnya

kewarganegaraan di
dimaksud dalam

sebagaimana

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

KETERLAMBATAN DENDA ADMINISTRASI
PELAPORAN WNI (Rp) WNA/ORANG
PERISTIWA ASING (Rp)

KEPENDUDUKAN

a. | Kelahiran :

1) kelahiran Rp.50.000,- | Rp.250.000,-
iebih dari
€0 hari.

2) lahir mati Rp.0,- | Rp.250.000,-

b. | Akta Perkawinan

1) di dalam | Rp.100.000,- | Rn.250.000,-
kantor Rp.150.000,- | Rp.500.000,-

2) di luar
kantor

c. | Pembatalan Rp.100.C00,- | Rp.250.000,-
perkawinan

d. | Perceraian Rp.100.600,- | Rp.250.000,-

e. | Pembatalan Rp.100.000,- | Rp.250.000,-
Perceraian

f. | Pengangkatan Rp.100.000,- | Rp.250.000,-

] Anak

g. | Pengakuan Anak | Rp.100.000,- | Rp.250.000G,-

h. | Pengesahan Rp.100.000,- | Rp.250.000,-
Anak

1. | Perubahan Rp.100.000,- | Rp.250.000C,-
nama
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j. | Perubahan Rp.100.000,- | Rp.250.000,-
status kewarga
negaraan

k. | Peristiwa Rp.100.000,- Rp.250.000,-
penting lainnya

3. Ketentuan Bab XIII Pasal 86 ditambah 1 ayat,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini,
semua Peraturan Pelaksenaan yang berkaitan
dengan Pengelolaan Administrasi Kependudukan
dinyatakan tetap  berlaku scpanjgng tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2006
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten
Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

ZAINUDDIN. H
Diundangkan di Buiukumba
pada tanggal 1€ Januari 2013 -

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd
ANDI BAU AMAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN

2013 NOMOR 1
Salinan sesui dengan aslinya

A.n SEKRETARIS DAERAH
i:i:::ﬁ::ae .
NURJALIL.SH.MH |

Pangkalt : Pembina (IV/a)
N Ip?" 19671104 129803 1 005
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KABUPATEN BULUKUMBA

Tahun: 2010 Nomor: 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS!
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal
20 Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nnomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan maka Pemerintahan
Daerah berwenang membentuk
Pengaturan Teknis Penyelenggaraan
Adminisirasi Kependudukan di
Kabupaten Biiukumba,;




Mengingat

—

bahwa administrasi  kependudukan
diarahkan untuk memenuhi hak azasi
setiap orang di bidang kependudukan
dalam memberikan perlindungan,
pengakuan tanpa diskriminasi melalui
pelayanan publik yang profesional
termasuk dalam penentuan status
hukum seseorang atas setiap peristiwa
penting yang dialaminya ;

bahwa berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah  tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

Undang-Undarng Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 MNomor
74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

. 1, Tambahan Lembaian Negara

Republik Indonesia Nomor 3019):

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segela Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Ja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan
rembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 320G9);

Undang-Undang Nomer @ Tahun 1992
tentang Keimigrasian (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomcr 3474);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
1999, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indoncsia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
tentang  Pengesanan International
Conventicn On The Elimination Of All
Forms Of Racial Discrimination 1965
(Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial 19865) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999

~ Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3852);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan iembaran
Negara Republik [ndcnesia Nomeor
3886);




9.

10.

1.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telan diubzah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
_tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 863,
Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4534);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

14.

15.

-
o

17.

18.

19.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4737),

Peraiuran Presiden Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipii;
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Pendududk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab.
Buiukumba (Lembaran Daerah Tahun
2005 Nomaor 4 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005




tentang Transparansi dan Partisipasi

BAB |
Penyelenggaraan Pemerintahan daiam .
Wilayah Kabupaten Bulukumba KETENTUAN UMUM
| embaran Daerah Kabupaten Pasal 1
Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10 ; :
Seri D); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
20. Peraturan Daerah Kabupaten 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati
: pati dan perangkat
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
tentang Organisasi dan Tata Keria Dinas daerah
Daerah Kabupaten Bulukumba '
(Le_mbaran Daerah Kabupaten 2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
B ailantniz808Nomorl0). 3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
Dengan Persetujuan Bersama 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bulukumba sebagai instansi pelaksana.
DEWAN&S%V::?é!;‘AgU%ﬁYUAT DAERAL) 5. Penyelenggara adalah Pemerintah  Kabupaten
MBA Buitkumba yang bertanggungjawab dalam urusan
dan administrasi kependududkan.
BUPAT!I BULUKUMBA 6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT,
- adalah catuan perangkat kerja Dinas di tingkat
MEMUTLSICAN : kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
P:NYE:LENGGARAAN ADMINISTRASI 7. Kantor Kementrian Agama adaiah Kantor Kementrian
KEPENDUDUKAN. Agama Kabupaten Bulukumba.

8. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya
disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan
rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang
beragama Islam.

9. Penduduk adalah Warga Negara indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Bulukumba.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai Warga
Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan terpadu yang meiiputi penataan,
pelayanan, dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan yang terbuka, serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukii autentik vang dinasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil
dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

Biodata Penduduk adalah data pribadi seorang
penduduk yang dihimpun dan diakui oleh Dinas,
meliputi identitas diri penduduk yang bersangkutan,
riwayat pendidikan, .pengalaman pekerjaan, serta
keterangan lain yang berkaitan dengan
kependudukan, dipergunakan sebagai dasar
pengisian dan pemutakhiran database.

16.

Ve

18.

1)

21.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Perisiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi  Kependudukan serta  penerbitan
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta siatus tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat
NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang khas,
tunggal dan melekat pada seseoraiig yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
icantitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan nubungan daiam keluarga, serta identitas
anggota kaluarga.

. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP,

adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri
vang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
yang dialami oieh seseorang dalam register
Pencatatan Sipil pada Dinas.



22.

23

24,

25.

26.

28.

Pejabat Pencatatan Sipi! adalah pejabat pada Dinas
yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami seseorang.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, izhir rnati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan
adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini
nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah
bukti terjadinya perkawinar Penghayat Kepercayaan
yang dibuat, ditandatangani dar disahkan oleh
Pemuka Penghavat Kapercayaan.

izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggai yang
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah
Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu yang
terbatas.

. lzin Tinggal Tetap adaiah izin tinggal yang diberikan

kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah
Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Petugas Reqistrasi adaiah pegawai negeri sipil yang
diberi iugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting serta pengelolaain dan penyajian
Data Kependudukan di desaskeiurahan.

10

29.

30.

31.

()
(6]

Hak Akses adaiah hak yang diberikan oleh Menteri
kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Sistem Informasi  Administrasi Kependudukan,
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi
yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk menfasilitasi pengelciaan informasi
Adminisirasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara
dan Dinas sebagai satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta
dilindungi kerahasiaannya.

. Database adalah kumpulan berbagai jenis data

kependudukan yang tersimpan secara sistematik,
terstruktur dan  saiing Derhubungan  dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan
jaringan kemunikasi data.

Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi
nemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi
data sesuai dengan bidangnya.

BAB 1|

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak atas :

a. dokumen kependudukan;
D. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
C. perlindungan data pribadi;

11



d. kepastian hukum berkenaan dengan kepemilikan
dokumen,;

e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
dan

f. ganti rugi can pemuiihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas
dengan msmenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

SAE ili

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Bupati

Pasal 4

(1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan,
dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departernen berkaitan dengain aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

pembinaan dan sosialisasi  penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan,;

d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di
bidang Administrasi Kependudukan yang
dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan
mudah kepada seluruh penduduk;

e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia;

f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan; dan

g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
administrasi kependudukan.
(2) Penugasan kepada desa sebagaiinana dimaksud pada
ayat {1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

o

Bagian Xedua
Dinas

Pasal 5
(1) Dinas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudul_(an dengan kewajiban yang meliputi:

a. mendaftar perisiiwva kependudukan dan mencatat
peristiwa penting;

b. memberikan pelayanan secara profesional kepada
setiap penduduk atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting;
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c. menyediakan blangko dokumen kependudukan dan d. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang
pencatatan  sipil sesuai dengan  kebutuhan dialami penduduk atas dasar putusan atau
pelayanan; penetapan pengadilan.

d. menerbitkan dokumen kependudukan; e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting untuk
kepentingan  penyelidikan, penyidikan, dan
pembuktian kepada lembaga peradiian.

f. mengelola data dan mendayagunakan informasi

hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
untuk kepentingan pembangunan.

e. mendokumentasikan nasil pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil;

f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi
yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. g. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
4 _ 20 terhadap UP7, serta meminta laporan pelaksanaan
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tugas, kewajiban dan kewenangan UPT berkaitan
penduduk yang beragama Islam pada tingkai : : X s
kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada k. meminta laporan data hasil pencatatan peristiwa
KUAKec : perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk

R ' Pasal & yang beragama islam dari KUAKzc.

I. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
terhadap pelaksanaan penugasan kepada desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e.

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi
kependudukan, Dinas memiliki kewenangan meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian
Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan
pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan hurui b berlaku juga bagi KUAKec,
khususnya untuk pencatatan nikah, taiak, cerai, dan

islam; , :
Al rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor 5
Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Pasal 7
mengenai pelaporan pencatatan nikah  bagi (1) Pejabat pencatatan sipil berwenang melakukan
penduduk vang beragama !slam dalam rangka verifikasi kebenaran datz, melakukan pembuktian
pembangunan database kependudukan. pencatatan atas nama iabatannya, mencaiat dsta
c. memperoleh keterangan dan data yang benar dalam regisier akta pencatatan sipil, menerbitkan
tentang perisiwa kependudukan dan peristiva kt_Jtipan axta pencatatan sipil, dan membuat catatan
penting yang dilaporkan Penduduk. pinggir pada akta-akta pencataian sipil.
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(2)

(3)

(1)

()
(3)

(4)

Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah
dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diangkat dan diberhentikan olen Bupati dari

negawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

membantukan UPT diprioritaskan pada kecamatan
yang kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau
transportasi umum, sangat terbatas akses pelayanan
publik, dan/atau memerlukan pemenuhan kebutuhan
pelayanan masyarakat.

Pembentukan UFT ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Wilayah kerja UPT yang dibentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu}
kecamatan atau lebih yang secara geografis
berdekaian.

Pasal 9

UPT mempunvai tugas melakukan pelayanan pencatatan
sipil yang meliputi pencatatan:

a. kelahiran; 4

b. kematian;

c.

lahir mati;

d. perkawinan;

16

(1)

)

(3)

perceraian;

pengakuan anak;

pengesahan anak;

pengangkatan anak;

perubahan nama;

perubahan status kewarganegaraan,

pembatalan perkawinan, ‘

pembatalan perceraian; dan
|
|
|

. peristiwa penting lainnya.

_ Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1

Pasal 10
Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Kepala UPT

c. PegawaiNegeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat
Pencatatan Sipil.

Pejabat Pencataian Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ¢ diangkat dan diberhentikan oleh
gpplati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri

ipil.
Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa

penting yang dialami oleh Penduduk;

b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas
- peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
c. melakukan pencatatan atas pearistiwa penting yang

dilaporkan oleh penduduk pada register akia
pencatatan sipil;

17




t

(4)

()

d. Menandatangani dan menerbitkan kut =

pencatatan sipil;

e Membuat catatan pinggir pada akta p
sipil;

f Melakukan pembetulan atas akta penca
yang mengalami kesaianan tulis redaksion:

g. Melakukan pencatatan kembali aias Reg
Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

Penandatanganan akta pencatatan sipil
peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat F
Sipit sendiri dan atau keluarga dalam garis lur
serta ke bawah, diiakukan oieh Pejabat F
Sipil lainnya.

Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belun
atau belum ada, penandatanganan akia |
sipil dilakukan cteh Bupati.

Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil seb
dimaksud pada ayat (1) huruf a be
melaksanakan tugas dan Pejabat Pencal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
belum  diangkat 2atau belum ada
penandatanganan akta pencatatan sipil dilak
Bupati.

(7) Untuk memperlancar pelaksanaan penz.

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati
Asisten Sekretaris Daerah yang me
pemerintahan.

akta
catan
sipil
Akta

adap
tatan
. atas
tatan

innya
ngkat
tatan

mana
ingan

Sipil
ian C
maka
1 oleh

ingan
unjuk
dangi

(8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada
Kepela Dinas.

(9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat
Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2
Pasal 11

(1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Petugas registrasi memiliki tugas :

a. membantu Kepala Desa/Lurah, UPT dan Dinas
dalam memberikan pelayanan  pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa
kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk
Warga Negara Negara Indonesia,

c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting,
khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang
dilapoikan oleh penduduk Warga Negara
Indonesia;

d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting dalam buku harian peristwa penting dan
peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan
buku muiasi penduduk;

e. Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;

f. Penyerahan dokumen

penduduk;

kependudukan kepada
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(3)

(1)

2)

(3)

(4)

(3)

g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan
dan penyajian data kependudukan berskala
desa/kelurahan.

Persyaraian dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Petugas Register diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan
biodatanva.

Perduduk Warga Negara Indonesia, orang Asing yang
menmiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang
memiliki 1zin Tinggal Tetap yang datang dari Daerah
atau dari luer wilayah Negara Indonesia karena pindah,
wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan
biodatanya.

Pencaiatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar
pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.

Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
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(1)
(2)

(3)
(4)

()

(1)

()

(3)

Bagian Kedua
Nomor induk nependudukan

Pasal 13
Setiap Penduduk diberikan NIK.

NIK sebggaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

N!'K berilaku secara nasional, seumur hidup, dan
Zelamg;.nya serta tidak berubah mengikuti perubahan
omisili

NIK  dicantumkan pada setiap Dokumen
Kependudukan dan penerbitan dokumen identitas
lainnya.

Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Fasal 14

Penduduk Warga Negara Indonesia waijib melaporkan
susuinan keiuarganya kepada Dinas melalui Kepala

DesafL}z:'ah dan camat sebagai dasair untuk
penerbitan KK.

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib
melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas,

.sebagai dasar untuk penerbitan KK.

KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
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(4)

(1)

(2)
©)

(4)

(1)

3)

penerbitan KK

Persyaratan dan tata card
(3) diatur lebih

sebagaimana dimaksud pada ayat
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fenerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah
mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

K7P di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala
Dinas.
Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa
pada saat bepergian.
Persyaratan dan tata cara penerbitan  KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut daiam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 16

Setiaﬁ Orang Asing yang bertempat tinggai di daerah
dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki

Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Orang Asing yang telah memiliki surat Keterangan
Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.

(4)

Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat
Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Keenam

Pembentulan, Pembataian, dan Legalisasi KK dan KTP

(1)

@)

(3)

(1)

Paragraf 1
Pembentuian KK dan KTP

Pasal 17

Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP
yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada
.Dr_ngs_ yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas
|n|§|at|f Kepala Dinas atau diminta oieh pemchon
paling lambat 30 (tiga puiuh) hari sejak diterima oleh
pemohen. §

Berdasarifan iaporan sebagaiimana diimaksud pada
ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru
untuk menggantikarn KK dan KTP dimana terdapat
kesalahan tulis redaksional dan menarik serta
mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Persyaratan dan tata cara I

| pembetulan KK dan KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat {1 i
dalam Peraturan Bupati. kit

Paragraf 2
Pembatan KK dan KTP

Pasal 18

‘I;aerrla;of:zlaanSK dan KTP dilakukair oieh Kepala Dinas

puIJh)lh ner |t‘kan !(K .dan KTP paling lambat 30 (tiga

o ari se_lak._ diterimanya utusan pengadilan yang
an mempunyai kekuatan hukum tetap. ‘
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2)

@)

(1)
)

3)

(1

Berdasarkan laporan sebagaimana dimkasud apada
ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan

KTP.

Persyaratan dan tata cara pembatakan KK dan KTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang
diterbitkan di daerah.

Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilekukan cleh Kepala Dinas.

Persyaratan dan tata cara iegalisasi fotocony KK dan
KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragrai 1

Perubahan Alamat
rasal 20

Penerbitan  Perubahan Dokumen  Pendaftaran
Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi
tanggung jawab Dinas.’

24

)

(1)

Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan awas terjadinya:

a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan,
Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun
Waiga;

b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah
Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan,
rukun tetangga atau rukun warga;

c. Perubahan nama lingkungan /Jdalan/ Desa
/Kelurahan/ Kecamatan /Kabupaten.

Pasal 21

D_okumen pendaftaran penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa:

a. KK daq KTP untuk Penduduk Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 1zin
Tinggal Tetap;

b. SKTT untuk Orang Asing vang memiliki izin
Tinggal Terbatias.

Dpkumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk
tanpa dikenai biaya.

Pasal 22

Penerbi_tén perubahan Dokumen Penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

"dilakukan dengzn meribentuk Tim Pendataan yang

giiketuai oleh Kepala Dinas yang heranggotakan unsur
instansi terkait.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Persyaratan dan tata cara perubahan alamat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2)diatur
lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

Penduduk yang pindah ke daerah lain wajib melapor
kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan
Pindah.

Penduduk daerah iain yang pindah datang ke
Bulukumba  wajib melapor kepada Dinas untuk
mendapatkan penerbitan KK, KTP, atau Surat
Keterangan Tempat Tingga! bagi Orang Asing.

Pasai 24

Orang Asing yang memiliki 1zin Tingga! Terbatas atau
Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah lain waiib
melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah Datang.

Pasal 25

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
ayat (1) yang nindah datang di Kzbupaten Bulukumba
waijib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling
lambat 30 (tiga puluhj hari sejak kedatangannya
dan/atau sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah
Datang.
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(2)

(1)

@)

(1)

(2)

(1)

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang
bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Antarnegara

Pasal 26

Penduduk_Warga Negara Indonesia yang pindah ke
juar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya
kepada Dinas.

Berdasarkan‘ laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 27

Wafga Negara indonesia yang datang dari luar negeri
wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling
lambat 14 (empat belas} hari sejak targga!l
kedatangan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar
penerbitan KK dan KTP.

Pasal 28
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas yang
figtang _dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki
izin lainnya yang telah berubain status sebagai
pemegang }zin Tinggal Terbatas, yang berencana
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba
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)

©)

(1)

(2)

(1)

(2)

wajib melapor kepada Dinas paling lambat i4 (empat
belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Tempat Tinggal.

Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal
sebagaimana dimaksud paca ayat (2) disesuaikan
dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas.

Pasal 29

Orang Asing yang menmiliki Izin Tinggal Terbatas yang
telah berubah status menjadi Orang Asing yang
memiliki 1zin Tingga! Tetap wajib melaporkan kepada
Dinas paling lambat 14 (empat beias) hari sejak
diterbitkan izin Tinggal Tetap.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan
KTP.

rasal 30
Orang Asing yang memiliki !zin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang
akan pindah ke luar negeri wajib meiaporkan kepada

Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
rencana kepindahannya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas rnelakukan pendaftaran.
Bagiar: Kedelapan

Pendataan Penduduk Rentan Adminisirasi
Kependuduran

~asal 31

(1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan

(2)

(3)

(1)

(2)

administrasi kependudukan yang meliputi:

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk korban bencana sosial;

c. orang terlantar; dan

d. komunitas terpencil.

Pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat
sementara.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan
kependudukan untuk penduduk rentan administrasi
kependudukan.

BAB YV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

Setiap kg_lahiran wajib dilaporkan oleh penduduk
kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak kelahiran.

Berdaserkan _Iaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta
kelahiran.
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(1)

(2)

(1)

()

Pasal 33

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran
dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap
peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui
asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya,
didasarkan pada laporan orang yang menemukan
dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan
disimpan oleh Dinas.

Pasal 34

Pelaporan kelanhiran yang melampaui batas waktu 60
(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak
tainggai kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan Xepala Dinas.

Pencatatan kelahiran yang melampaui tatas waktu 1 |

(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

Setiap fahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk
kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
lahir mati.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rnenerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

Perkawinan vang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk
yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Berdasarkan lapcran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipii mencatat pada
register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta
perkawinan untuk diberikan kepada masing-masing
suami dan isteri .

Bagi Penduduk yang beragama Islam, perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fersebut
dilaporkan kepada KUAKec.

Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan KUAKec
kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh)
hari setelah pencatatan perkawinan.

P_ada tingkat kecamatan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPT.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 berlaku puia bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di

Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yan
bersangkutan. ; eg i
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()

(1

()

(1)

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh
Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan
kepada Dinas paling lambat S0 (sembilan puluh) hari
sefelah putusan pengadilan tentang pembatalan
perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut
kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta
dan rnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 29

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada Dinas paiing lambat 6C (enam puluh) hari
sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan
Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
* Pasal 40
Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enarn puliuhj hari setelah putusan

(2)

pengadilan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

perceraian

Berdasarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari
kepemilikan subjek akta dan mengeiuarkan Surat
Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

(1)
)

Pasal 41

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di
hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh
organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan
menandatangani  surat  perkawinan  Penghayat
Kepercayaan.

Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 didaftar pada satuan perangkat
daerah yang bidang tugasnya secara teknis membina
organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

Pasal 42

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling
lambat 60 (enam puiuh) hari dengan menyerahkan:

pop oo

surat perkawinan penghayat kepercayaan;
fotokopi KTF; = e
pas foto suami dan isiri;

akta kelahiran; dan

Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.
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(1)

)

(1)

(2)

@)

Pasal 45

Pejabat Dinas atau UPT mencatat perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tata
cara:

a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan
kepada pasangan suami istri;

b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data
yang tercantum dalam formulir pencatatan
perkawinan; dan
mencatat pada register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akia perkawinan penghayat
kepercayaan.

Kutipan akia perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ diberikan kepada masing-masing

suami dan istri.

Bagian Kedeiapan
Pencatatan Kematian

Pasal 44

Setiap kematian wajib dilaporkan oieh keluargany2
atau vang mewakili kepada Dinas paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta
kematian.

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan
sesecrang karena hitang atau mati teiapi tidak
ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil baru dilzkukan setelah adanya

penet2pan pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jeias

(1)

()

(1)

(2)

identitasnya, Dinas melakukan pencatata.. k '
L | N} em
berdasarkan keterangan dari kepolisian. o

Bagian Kesembilan

Fencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

dan Pengesahan Anak
Pasal 45

Pencatatan  pengangkatan  anak
berdasarkan penetapan pengadiian.

dilaksanakan

Pengangkatan anak sebagaimana dim

! N : ! aksud pad
ayat (1) wajib dilaporkain oleh Orang Tua 5ang
mﬁnﬁ)angkgt kepada Dinas paling lambat 20 —(ﬂga
pulu ari setelah diterimanya i tapa
Gt o ya salinan penetapan

Berdasarkan laporan sebagai a di
20 | i gaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat ca’?at;n

pinggir pada Register Akta Kelahi ey
Kelahiran. ? elahiran dan Kutipan Akta

Pasal 46

Pengakuan anak wajib diiacor

_ corkan oleh orang tua yan

meingakumya k_epada Dinas paling !arnbagtJ 30 y(tigg

g: : ) hari sejak t_anggal Surat Pengakuan Anak
gan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan.

Kewajiban mela : '
i 1 melaporkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamgislz

tidak membenarkan
pengakuan anak ir di
hubungan perkawinan yang san. YSRa B stiar
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3)

(1)

(2)

(3)

)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan
Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 47

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang
tua anak kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta

perkawinan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya
tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir
diluar hubungan perkawinan yang sah.

Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat {(1). Peiabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

Perubahan nama seseorang dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
penduduk.

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

_ ada
ayat _(2), gejabat Pencatatan Sipil membuat cafatan
pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kuti
akta Pencatatan Sipii. ' o

Pasal 49

Perubahan status kewarganegaraan dari warga
negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib
dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada
dinas paling lambat 60 (enarn puluh) hari sejak berita

acara pengucapan suimpah atau pernyataan janji seti
oleh pejabat. pernyataan janji setia

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil da i
akta Pencataian Sipil. - tykutpan

Bagian Kesebeias
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 50

E:;’lc;\tatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh
Jabat Fencatatan Sipil atas permintaan Penduduk
yang bersangkutan setelah adanya penetapan

pengadilan negeri _
hukum tetap. geri yang telah mempercleh kekuatan

p a0}

a;:l;‘»:;%an I;enstlwa APent!ng lainnya sebagaimana

e ok g_a a ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh)
Jak diterimanya salinan penetapan nengadilan.




Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pencatatan Sipil
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V!

PENDAFTARAN PENDUDUX DAN PENCATATAN SIPIL

(1)

(2)

(3)

(1)

(2) Data perseorangan meliputi :

DALAM KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 52

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat
bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan
Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda
identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Surat Keterangan Perggarti Tanda ldentitas atau
Surai Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai
ianda bukti diri dan bahan pertimbangan uniuk
penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB Vli
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDURAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 53

Data Kependudukan terdiii atas data perseorangan

dan/atau data agregat Penduduk.

a. nomor KK;
b. NiK;

©)

nama lengkap:
jenis kelamin;
tempat lahir;
tanggal/bulanftahun lahir;
goiongan darah:
agama/kepercayaan,;
status perkawinan;
status hubungan dalam keluarga,
cacat fisik dan/atau mental,
pendidikan terakhir:
. jenis pekerjaan;
NiK ibu kandung;
nama ibu kandung;
NIK ayah;
nama ayabh:
alamat sebelumnyz;
alamat sekarang:
kepemilikan akta kelahiran/surat kenal l2hir;
nomcr akia kelahiran/nomor surat kenal lah'ir‘
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; '
nomor akta perkawinan/ouku nikah;
tanggai perkawiran;
kepemilikan akta perceraian:
. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa.tanggal perceraian. ,

XESCTHTOLDOIZIT AT TITQ@TOQO0

N <

Data agregat meliputi him
‘ nimpunan data persecrangan
yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. G
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Bagian Kedua
Dokumen Kepend::dukan

Pasal 54

Dokumen Kependudukan meliputi:

Papoe

(1)

(2)

bicdata penduduk:

KK;

KTP;

surat keterangan kependudukan: dan
akia pencatatan sipil.

Pasal 55

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal
54 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang
nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri
lainnya secara lengkap, serta perubahan data
sehubungan dengar Peristiwva Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami.

Ketentuan iebih lanjut mengenai pencatatan dan
penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 56

KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b
memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama
!engkap kepala keiuarga dan anggota keiuarga, NIK,
jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir,
agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan,
status hubungan dalam keluarga, kewarganegarazn,
dokumen imigrasi, nama orang tua.
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(2) Keterangan pada kolom agama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dicatat
dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan
kepala keluarga.

Pasal 57

(1) Setiap orang Penduduk hanya diperbolehkan terdaftar
dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajio
dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

{3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

(4) KK sebagaimara dimaksud pada Pasal 56 ayat (1)
dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasa! 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan dan
Penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

(1) Dalam KTP sebagairnana dimaksud pada Pasal 54
hurui ¢ dicantumkan gambar lambang Garuda
Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama,
tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama,
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)

(4)

Q)

(2)

(1)

status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan
tangga! dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang
KTP, serta memuat nama dan nomecr induk pegawai
pejabat yang menandatanganinya.

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum
diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam
database kependudukan.

Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan
rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Rincian teknis mengenrai ukuran, bentuk dan warna
serta hal-ha! vang tercantum dalam KTP diatur lebih
lanjut dengan Feraturan Bupati.

Pasa! 60

Penduduk yang teiah berumur 17 (tujuh belas) tahun,
atau telah/pernah kawin, wajib memiliki KTP.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 {(satu) KTP.
' Pasal 61

Masa berlaku KTP adalah:

a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5
(lima) tahun:

b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan
dengan masa bherlaku lzin Tinggal Tetap.

(2)

(2)

AT D@00 0w

Apabila masa belaku KTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir, maka Fenduduk yang
bersangkutan wajib melaporkan perpanjangan masa
berlaku KTP kepada Dinas.

Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun
diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

KTP berlaku secara nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 54 huruf d, paling sedikit
memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis
kelamin, tempat tanggal Iahir, agama, alamai,
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang. )

Jt_er.is Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Surat Keterangan Pindah:

Surat Keterangan Pindah Datang:

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
Surat Keterangan Tempat Tinggal:

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Lahir Mati.

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
Surat Keterangan Kematian; ,
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Surat therangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;




m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah
Penduduk antarkabupaten daiam/atau antarprovinsi,
Surat Keterangan  Pindah Datang Penduduk
antarkabupaten ~ dalam/atau antarprovinsi, ~ Surat
Keterangan Pindah ke dan/atau Datang dari Luar
Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang
Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran
untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati uniuk
Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang
Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan,
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan
ditandatangani oleh Kepaia Dinas.

Surat Keterangan Pindah penduduk dan Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk dapat
diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama

Kepala Dinas.
Surat Keterangan

()

(4)

S

Pindah Datang Penduduk dalam
satu desal/kelurahain atau antardesa/kelurahan dalam
satu’ kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat
Keterangan Lahir Mati, dan Surat Keterangan
Kematian, dapat diterbitkan dan ditandatangani olen
kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 63
Akta Pencatatan Sipi! terdiri atas:

a. register akta pencatatan sipil; dan
b. kutipan akta pencatatan sipii.

Akta Pencatatan Sipil berlaku seiamanya.

(5)

(2)

D
c.
~ d. perceraian; dan

€. pengakuan anak.

Pasal 64

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan,

¢. hama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. nama dan identitas pelapor;

e. tempat dan tanggal peristiwa;

f. nama dan identitas saksi:

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Dflta Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec
qalntegfaS|lgan ke dalam database kependudukan dan
tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Register Akta Pencatatan Sipil disi :
oleh Dinas. pil disimpan dan dirawat

Pasal 65

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

. kelahiran;
. kematian;
perkawinan;

Jenis Kutipan Akta Pencatatan Sipi i
n Sipil sebagai
dimaksud pada ayat (1) memuat: 3 roamans

enis Peristiwa Penting;
a IK dan status kewarganegaraan;

1ama orang yang mengalami Peristi :
‘ ) istiwa Pe .
tempat dan tanggal peristiwa; nting;
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f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
dan

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan
data vyang fterdapat dalam Register Akta
Pencatatan Sipil

Pasal 66

Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai

tanggung

jawabnya, wajib menerbitkan dokumen

Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

a.
b.

C.

KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari :
Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat
belas) hari;

Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14
(empat belas) hari;

Surat Kerangan Pindan ke Luar Negeri paling lambat 14
(empat belas) hari,

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat
14 (empat beias) hari,

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14
(empat belas) hari,

Surat Keterangan Keiahiran paling lambat 14 (empat
belas) hari;

Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat
belas) hari;

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling
lambat 7 (tujuh) hari; atau

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling iambat
7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua
persyaratan.
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Pasal 67

Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang
mengalami kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohorion dari
orang yang menjadi subjek KTP.

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 68

P_embetulan akta pencatatan sipil Sipi! hanya
dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tuiis
redaksional.

P_embetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud paca ayat (i) dilaksanakan dengan atau
ta:tlza permohonan dari orang yang menjadi subiek
akta. :

P_embetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pa_ng ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69
Eembatallan akta Pencaiatan  Sipil dilakukan
erdasarxa_n _putusan  pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  putusan pengadilan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pejai ipi
sy t (1), Pejabat Pencatatan Sipil
mtearr:'lb.:)at cata}an Pinggir pada Register Akta cign
e tc;a ut k&._mpan akta Pencatatan Sipii yang
atalkan dari kepemilikan subjek akta. :
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Pasal 70

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau
mengurangi isi data Dokumen Kependudukan, kecuali
petugas yang berwenang untuk itu.

BAB VIl

KEWENANGAN AKSES DAN PERLINDUNGAN
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, SERTA
SISTEM INFORMAS| ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Akses Data dan Dokumen

Kependudukan
Pasal 71

(1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten yang
bidang tugasnya  mengkoordinasikan  urusan
Administrasi Kependudukan dan petugas pada Dinas,
diberi kewenangan uniuk mengakses data dan
dokumen Kependudukan

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:

a. pada Sekretariat Kabupaten memiliki
pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat |
(1/d);

b. pada Dinas memiliki pangkat/golongan paling

rendah Pengatur (li/c);

memiliki DP3 dengan predikat baik;

memiliki kompeiensi yang cukup di bidang pranata

komputer; dan

e. memiliki dedikasi dan tangaung jawab terhadap
tugasnya.

oo

P

(3) Ruang lingkup kewenangan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukkan,
menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan
menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan
dokumen kependudukan:.

Pasal 72

(1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dalam
mengakses data dan dokumen kependudukan
dilakukan setelah  melakukan veriiikasi dan
berdasarkan data dari Dinas.

(2) Kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

: Bagian Kedua
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

(1) Dgta ‘dan dokumen kependudukan, termasuk data
pr_lbad| penduduk, disimpan, dilaga, dan dilindungi oieh
Dinas.

(2) Data Pribadi Penduduk memuat:

a. nomor KK;
b. NIK:

c. tanggallbulanftahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisi nial,
B g n fisik dan/atau mental;
f. NIK ayah:dan

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
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(2)

(3)

(1)

(2)

Pasai 74
Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoieh
dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 73 setslah mendapatkan izin
dari Bupati.

Untuk kepentingan keamanan negara, tindakan
kepolisian, dan peradilan, data pribadi penduduk dapat
diakses dengan terlebih dulu menyampaikan
pemberitahuan kepada Bupati.

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh dan
menggunakan Data Pribadi Penduduk diatur lebih lajut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna
data oribadi penduduk, dilarang menjadikan data
pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
Petugas yang memiliki wewenang hak akses data
pribadi penduduk dilarang menjadkan data pribadi
penduduk sebagai bahan informasi publik,kecuali
mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi.

Bagian Ketiga
Sistem liiformasi Administrasi Kependudukan

Pasal 76

(1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri atas

a. Data base kependudukan,

unsur:

yang merupakan

kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang
sistematis, terstruktur dan tersimpan, yang saiing
berhubungan satu sama lain dengan menggunakan

perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan
komunikasi data.;

. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi,
diperlukan uniuk mengakomodasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan  dilakukan secara
tersambung (online), semi elektronik (offline) atau
manual,

. Sumber daya manusia;

. Pemegang wewenang akses;

e. Pengelolaan database, yang meliputi perekaman,

pengolahan, penyajian, dan pendistricusian data
rendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan
terhadap data base, perangkat keras, perangkat
lunak, jaringan komunikasi, data center maupun data
vadangan (back-up data/cisaster recovery cenire).

(2) Lokasi database sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(M
@

huruf a berada pada Dinas.

Pasai 77

Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan
SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas _wajib memutakhirkan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 73 ayat (_1) dimanfaatkan untuk kepentingan
perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan

pembangunan

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan SIAK

dibebankan = .
Daerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanje




Pasal 78

Tata cara dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan SIAK
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENYID!KAN

Pasal 79

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

@)

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah
Daerah Kab. Bulukumba, diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Administrasi Kependudukan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

avat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau
badan hukum tentang adanya dugaar tindak
pidana Administrasi Kependudukarn;

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya
dugaan tindak pidana Administrasi Kenendudukan:

c. memanggil orang untuk diminta keterangainnya
atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada
huruf b; dan

d. membuat dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan.

__

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB X
SANKE| ADMINISTRASI

Pasal 80

Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabi i

e pabila melampaui
batas waktu pelapcran Peristi i
L p eristiva Kependudukan sebagai

a.

pindah datang bagi Orang Asin iliki 1zi
i g yang memiliki |
;l;pggrgl Ter_bq;as atau Crang Asing yang memiﬁllgi
in Tinggai Tetap sebagaimana dimaks
P_asal e o) g a dimaksud dalam
Klzggzp d?tzng ke luar negeri bagi Penduduk Warga
ara Indonesia sebagai i
e gaimana dimaksud dalam
\rfr;e!aporkan susunan keluarganya bagi penduduk
vaiga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1); e
msiggorgan susunan keluarganya bagi penduduk
e egara Aging yang memiiiki lzin Tinggal
p sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2);

m g - g o

4 nt:umrm‘lk'll KtTP bagi penduduk WN! vang mencapai
(tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau

pernah kawin ; ;
15 ayat (1); sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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=

memiliki KTP bagi penduduk WNA yang mgmmkl Izin
Tinggal Tetap dan mencapai umur 17 (tujuh belag)
tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15 gyat (1); .
memiliki Surat Keterangan Tempat Tingga! bagi
Orang Asing yang bertempat tinggal di Daera_h dan
telah memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

pindah ke daerah lain bagi penduduk WNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aye_lt (1)
pindah ke daerah lain bagi Orang Asng.yang
memiliki 1zin Tinggal Terbatas atau lzin Tinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat {1); |
pindah dat;ng dari iuar negeri bagi P_c—znduduk Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1); . .
pindah datang dari luar negeri bagi Orang _Asmg
yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Orang asing yang memiliki izin tinggal terbgtas yang
telah berubah status menjadi orang asing yang
memiiiki izin tinggal tetap sebagaimarna dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1); '

pindah ke luar negeri pagi Orang Asing yang
memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang _Asm_g
yang memiliki 1zin Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); :

perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 avat (2)..
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Pasai 81

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila

2)

melampatii

batas wakiu pelaporan Peristiwa

Penting dalam hal:

a.

b.

C.

K.

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1):

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2):

pembatalan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (1);
pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 avat (1);

pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 45 ayat (2):

pengakuan anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (1):

pengesahan anak sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 47 ayat (1);

perubzhan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2);

perubahan  status  kewarganegaraan di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat {1); atau

Peristwa Penting lainnya

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).
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Pasal 82

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa
KTP dikenakan denda administratif Rp.50.000,00
(lima puluh ribu rupiah).

(2) Bagi Penduduk Warga Negara Asing yang
berpergian fiidak membawa Surat Keterangan
Tempat Tinggal dikenai denda administratif
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 83

(1) Pejabat dan/atau Petugas yang melakukan
pelanggaran administrasi atas pelaksanaan
Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi
kepegawaian sesuai peraturan  perundang-
undangan.

(2) Pejabat dan/atau Petugas yang dengan sengaja
melakukan tindakan tertentu yang dabpat
memperiambat peiayanan dan/atau menghentikan
proses pelayanan  pengurusan Dokuman
Kependudukan, dapat dikenakan sanksi beruga
denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

(3) Pengenaan sanksi sebagaimiana dimaksud ayat
(2y dikecualikan apatila penghentian proses
pelayanan karena terbatasnya dan/atau blanko
administrasi kependududkan dinyatakan habis.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 81,
Pasal 82 dan Pasal 83 adalah penerimaan
daerah.
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

(1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan
surat dan/atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
adalak pelanggaran.

BAB Xli
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

(1) Semua Dokumen Kepnendudukan yang telah
diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan
Daerah ini diundangkan dinyatakan tetag berlaku
sampai digantikan dengan yang baru beidasarkan
Peraturan Daerah ini.

(2) Segala pentuk, isi, maupun fermat segala blangko
Dokumen Kependudukan, Surat Keterangan, maupun
Surat Permohonan dokumen, dinvatakan masih tetap
berlaku sampai - digantikan dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BAB Xlli
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 86

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini,
semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan
Pengelolaan Administrasi Kependudukan dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal
a3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati dan/atau

Keputusan Bupati.
Pasal 83
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8

dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.
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Pasal 89

Eeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memeriniahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 31-12 - 2010

BUPATI BULUKUMBA,
ttd

- ZAINUDDIN H
Diundangkan di Bulukumba

pada tanggal : 31-12- 2010
SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

itd
H. A UNTUNG, AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010 NGMOR 10

SaI_i__nah:‘j_é;éﬁaia.dengan aslinya

A SEKRETARIS DAERAH

[ -/ KEPALA BAGIAN HUKUM
MUHJ_A_MAMA NURJALIL.SH.MH }

Pangkas : Pembina {iV/a)
Nip : 19671104 192803 1 005

-
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa status pribadi dan status hukum setiap
orang berkenaan dengan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiva Penting yang dialami adalan merupakan hak
azasi setiap Penduduk, oieh karena itu Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan/atau melalui Pemerintah Daerah
wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhiadap
penentuan status pribadi dan status hukum tersebut.

Setiap Penduduk berhak mendapat jaminan dari
Negara dan/atau melalui Pemerintah Daerah untuk_
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaiui
perkawinan yang sah, mempeioleh status
kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama
dan memilih tempat tinggal di wilayah Pemerintah Daerah
Bulukumba dan rneninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwva Kependudukan yang dialarni sesecrang
harus dilapcrkan kepada Dinas, hai ini disamping untuk
kepentingan sistem pendataan kependudukan, juga untuk
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kepentingan yang bersangkutan sendiri berkenaan dengan
diterbitkannys surat keterangan kependudukan.

Dalari praktek pelayanan kependudukan selama
ini masih ditemukan periakuan diskriminatif dengan
rmembeda-bedakan suku, keturunan, maupun agama. Hal
demikian itu disamping tidak sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, juga membawa akibat administrasi
kependudukan mengalami  sporadis, sebab data
kependudukan tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan
baik dalam sistem database kependudukan.Menghadapi
kenyataan demikian maka pemerintah berupaya membuat
regulasi demi penertiban dan keakuratan data pendududk
yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka
kondisi tersebut segera diakhiri. Hal inilah yang menjadi
dasar utama periimbangan perlunya membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Administrasi kependududkan dengan sistim baru
tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan
.dimulai dari kelengkapan biodaia pendududk, pencatatan
kelahiran, kematian , pindah dan datang sehingga
mempermudah urusan yang diperlukan masyarakat berupa
pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan
kebijakan pembangunan yang antara iain merupakan
kKomponen penting dalam pembuatan MDGs.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan sistem
administrasi kependudukan yang konprehensif, transparan,
dan moderr.. Mencantumkan mengenai hak dan penegaszan
kewajiban bagi setiap Penduduk, selanjutnya kepastian
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mengenai institusi yang berianggung jawab dalam urusan
administrasi kependudukan, yaitu Bupafi, Kepala Dinas,
UPT, KUAKec, dan Desa/Kelurahan. Unit Pelaksana Teknis
dibentuk di wilayah kecamatan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Dinas serta mempunyai tugas
melakukan pelayanan pencatatan sipil.

Hal lain yang penting dalam administrasi
kependudukan ini adalah mengenai Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK merupakan kunci akses dalam
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang
guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi
Kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi
tunggal bagi setiap Penduduk, bersifat unik atau khas, dan
melekat pada sesecrang yang terdaftar sebagai >enduduk
Indonesia can berkait secara langsung dengan seluruh
Dokumen Kependudukan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnva menganut
stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk didasarkan pada asas domisili atau temgat
tinggal atas teriadinya Peristiwa Kependudukan yang
dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan
Sinil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Peiaksanaan Pencatatan Sipii didasarkan pada
asas Peristiwa, yaitu tempat dain waktu terjadinya Peristiwa
Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Salah satu masalah mendasar dalam bidang
kependududkan selama ini adalah berkenaan dengan
defenisi penduduk. Oleh karena Pemerintah Daerah pada
umumnya menganggap yang perlu di daftar adalah
pendududk resmi saja yang berarti menggunakan konsep
de jure , namun apabila dianalisa lebuh mendalam maka
konsep de jure itu dapat dikatakan tidak sejalan dengan
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maksud Undang — Undang Nomor 23 tahun 2006 karena
dalam Undang - Undang tersebut ditegaskan bahwa
pendaftaran penduduk di dasarkan pada asas domisili dan
tempat tinggal, yang artinya de facto.

Dari sisi kepentingan Penduduk, penyelenggaraan
administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-
hak administratif, seperti pelayanan publik serta
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen
Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan
untuk:

1. memenuhi hak setiap Pendudiik di bidang administrasi
kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan
yang profesional;

2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya
untuk berperanserta dalam pengeloiaan adminisirasi
Kecendudukan;

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum
atas dokumen Pendudiuk untuk setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami cieh
Penduduk;

4. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

5. menyediakan data dan informasi kependudukan secara
akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga
menjadi acuan bkagi perumusan kebijakan dan
pembangunan pada umumnya;

6. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara
terpadu; dan

_D.)

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk,
Penyelenggara dan instansi Pelaksana, Pendaftaran
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Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen
Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil pada saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian
kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi
Penduduk.

Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi soal
perkawinan bagi pengantut aliran kepercayaan. Perkawinan
Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka
Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
organisasi penghayat kepercayaan. Peristiwa perkawinan
tersebut waiib dilaporkan kepada Dinas atau UPT dengan
menyerahkan antara |ain surat perkawinan penghayat
kepercayaan.

Untuk lebih rnenjamin efektivitas Peraturan Daerah
ini, maka pada bagian akhir diatur juga mengenai tata cara
penyidikan, ketentuan mengenai Sanksi Administratii ,dan
Ketentuan Pidana.

ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal Z
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (2)
B.agi Penduduk yang beragama Islam
diberlakukan  ketentuan Undang-Undang
N_omor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk, jo Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 7
Ayat (1)
Pembuatan catatan pinggir pada akta
Pencatatar Sipil diperuntukkan bagi warga
negara asing yang melakukan perubahan
kewarganegaraan dan pernah mencatatkan
Peristiwa Penting di Bulukumba.
Pasai 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
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Pasal 156
Cukup jeias.

Pasai 16
Cukun jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Dasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup ielas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pindah ke luar
negeri" adalah Penduduk yang tinggal
menetap di luar negeri atau meninggalkan
tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
atau lebih secara berturut-turut, termasuk
aalam hal ini adalah Tenaga Kerja Indonesia
yang akan bekerja ke luar negeri.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri"
adalan WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri
kemudian datang untuk menetap kembali di
Bulukumba.

Pasal 28
Ayat 1)
Cuxup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan
Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan
Kependudukan yang diberikan kepada Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan
telah terdaftar di pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagai Penduduk tingga!
terbatas.

Pasal 29
" Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
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Pasal 31

Ayat (1) '
Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan" adalah

Penduduk yang mengalami hambatan dalam
memperoleh Dokumen Kependudukan yang
disebabkan cieh bencana alam atau
kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan
dengar membentuk tim yang beranggotakan
dari instansi-instansi terkait.

Huruf ¢
Yang dimcksud dengan  "orang
teriantar" adalah Penduduk yang
karena suatu sebab sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik rohani, jasmani maupun
sosial, dengan ciri-ciri:

1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup, khususnya pangan, sandang
dan papan;

2) tempat tinggal tidak
tetap/gelandangan;

3) tidak mempunyai
pekerjaan/kegiatan yang tetap;

4) miskin.

Huruf d _ _
Yang dimaksud dengan “"komunitas
terpencil' adalah kelompok sosial
budaya yang bersifat lokal dan
terpencar seria kurang atau belum
terlibat dalam jaringan dan pelayanan
sosial, 2konomi maupun politik, dengan
ciri-ciri:
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1) berbentuk komunitas kecil, tertutup
dan homogen;

2) pranata sosial bertumpu pada
hubungan kekerabatan;

3) pada umumnya terpencil secara
geograiis dan relatif sulit terjangkau;

4) peralatan teknologi sederhana;

5) terbatasnya akses pelayanan sosial,
ekonomi dan politik.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tempat sementara”
adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jeias.
Ayat (2)
Kutipan akla kelahiran seorang anak yang
tidak diketahui asal usulnva atau keberadaan
crang fuanya diserahkan kepada yang
bersangkutan setelah dewasa.
Pasal 34

Persetujuan Kepala Dinas diperlukan untuk
menepis kemungkinan terjadi manipulasi data atau
hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu dalam
memberikan persetujuan tersebut harus terlebih
dulu dilakukan verifikasi atas keabsahan data yang
dilaporkan.
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Pasal 35
Avyat (1)
Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah
kelahiran seorang bayi dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28 (dua puluh
delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa
menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat
Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta

Pencataian Sipil. Meski demikian
pendataannya tetap diperiukan uniuk
kepentingan perencanaan dan
pembangunan di bidang kesehatan.
Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah
ikatan lahir baiin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Perkawinan bagi Penduduk
yang beragama Islam dicatai oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan.

Ayat (2) ,
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk
yang beragama Islam dilakukan oleh
KUAKec, karena itu Dinas tidak perlu
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
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Pasal 37
Huruf a

Y_ang dimaksud dengan "Perkawinan yang
ditetapkan  oleh  Pengadilan” adalah

perkawinan yang dilakukan antar-umat vang
berbeda agama. =

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jeias.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengangkatan
anak" adalah perbuatan hukum untuk
mengalinkan hak anak dari lingkungan
kekiiasaan keluarga orang tua, wali vang
§ah, atau orang iain yang bertanggung
Jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam
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lingkungan keiuarga orang tua angkainya
berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir”

adalah catatan mengenai perubahan status

atas terjadinya Perisiwa Penting yang
meliputi:

a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat
adalah nama anak, hari dan tanggal
kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu
dan tanggal keiahiran ibu;

b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah
nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 46
Ayst {1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak"
adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan
sah atas persetujuan ibu kandung anak
tersebut.
Pasal 47
Avat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak"
adalah pengesahan status seorang anak
yang lahir di luar ikatan perkawinan sah
pada saat pencatatan’ perkawinan kedua
orang tua anak tersebut.
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Pasal 48
Cukup jelas.
Pasai 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
ang dimaksud dengan "Perisiiwa Penting
lainnya" adalah peristiwva yang ditetapkaii
oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan
pada Instansi Pelaksana, antara lain
perubahan jenis kelamin.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jeias.
Pasal 53
Ayai (1)
Yaﬁq dimaksud dengan "data agregat"
adaian kumpulan data tentang Peristiwa
Kepen_dudukan, Peristiwa Penting, jenis
kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan,
dan pekerfjaan.
Pasa! 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)

Yan_g dimaksud dengan "“jati diri lainnya"
meliputi nomor KK, NIK, laki- laki/
perempuan, golongan darah, agama,
pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang
cacat fisik dan/atau mental, status
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Pasal 56

perkawinan, kedudukan/hibungan dalam
keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu
kandung, NiK ayah kandung, nama ayah
kandung, nomor paspor, tanggal berakhir
paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal
lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah,
tanggal perkawinan, nomor akia
perceraian/surat cerai, dan  tanggal
perceraian.

Ayat (1)

adalah

Pasal 57

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga

a. orang yang bertempat tinggal dengan
orang lain, baik inempunyai hubungan
darah maupun tidak, yang bertanggung
jawab terhadap keiuarga;

b. orang yang bertempat tinggai seorang
diri; atau

c. kepala kesantrian, kepala asrama,
kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain
tempat beberapa orang tinggal bersama-
sama.

Y4’ s

Setiap kepala keluarga wajib memiiiki KK,
meskipun kepala keluarga tersebut masih
menumpang di rumah orang tuanya karena
pada prinsipnya dailam satu alamat rumah
boleh terdapat lebih dari satu KK.

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jeias.
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Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk terwujudnya kepemilikan 1 (satu) KTP
untuk 1 (satu) Penduduk, diperiukan sistem
pengendalian administrasi dan teknolog;i
informasi dengan melakukan verifikasi dan
validasi dalam sistem database
kependudukanr, serta pemberian NIK.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) )
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pejabat yang
serwenang" adaian Pejabat

Pencatatan Sipil pada Dinas yang
telah diambil sumoahnya untuk
melakukan tugas pencatatan.
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Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan
orang lain atau subjek akta, dengan alasan
akta cacat hukum karena dalam proses
pembuatan didasarkan pada keterangan

yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jeias.
Pasal 74

Cukup jelas.

DPasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.
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Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jeias.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasai 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasai 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 2
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